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PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN 
(Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011  
Tentang Partai Politik) 
 




Abstrak : Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini menuntut 
peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam 
kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik 
masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, 
menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan 
rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
 





Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat 
sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan 
kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan 
berdasarkan hukum.  
Dalam penjelasan undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang 
Partai Politik ( yang selanjutnya di singkat dengan UU No. 2 tanun 2011 
tentang Partai Politik) menyebutkan bahwa dinamika dan perkembangan 
masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi,dan 
tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara 
konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya 
mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara 
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keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan 
kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh 
rakyat Indonesia.  Undang-undang No.2 Tahun 2011 merupakan undang-
undang yang menggantikan Undang-undang yang lama yaitu Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dimana undang-
undang lama belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan 
masyarakat yang menuntut peran Partai Politik dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara serta tuntutan mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi 
yang bersifat nasional dan modern sehingga Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui. Undang-Undang ini 
mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya 
konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang 
mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang 
menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan 
kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional 
berbangsa dan bernegara.  
Dalam Undang-Undang Partai Politik ini diamanatkan perlunya 
pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender 
yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, 
meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta 
meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Untuk itu, pendidikan politik terus ditingkatkan agar 
terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa 
Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-
nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara 
lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi 
pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.  
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Bentuk dan penghargaan dan kemerdekaan berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat dari negara kepada masyarakat, dapat terlihat dari 
perkembangan Partai Politik dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Pada 
periode awal kemerdekaan, Partai Politik dibentuk dengan derajat 
kebebasan yang luas bagi setiap warga Negara untuk membentuk dan 
mendirikan partai politik. Bahkan, banyak juga calon-calon independen yang 
tampil sendiri sebagai peserta Pemilu tahun 1955. 
Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari 
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi ini memberikan posisi 
penting bagi rakyat sebab dengan demokrasi, hak-hak rakyat untuk 
menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Makna demokrasi 
dalam sebuah ideologi adalah bahwa ketika sebuah negara sebagai sebuah 
organisasi tertinggi dalam wilayah tertentu menganut demokrasi, negara 
tersebut harus mau menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. 
Partai politik berperan sebagai pilar penyangga demokrasi, yang 
berarti keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah 
situasi  kekuasaan tanpa legitimasi. Karenanya partai politik memegang 
peran utama dalam pendidikan politik dan sudah selayaknya jika partai 
politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif. 
Dalam pasal 1 ayat 1 UU No.2 Thaun 2011 tentang Partai Politik 
menyebutkan bahwa Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional 
dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela 
atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan 
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, 
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas menerangkan 
bahwa peran partai politik dalam membangun belum optimal sehingga perlu 
di kaji permasalahan yang terjadi terutama menjelang pemilihan umum.,  
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PEMBAHASAN DAN ANALISA  
Tinjauan Hukum dan Demokrasi 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2) 
menyebutkan, bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat” dengan demikian 
Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, 
dalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan 
hingga saat ini, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem 
pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat 
(kekuasaan warganegara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah 
Negara tersebut  
Pasal 2 menyebutkan, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden, dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat. 
Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 5 ayat 1, diatur bahwa Presiden 
berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dan dalam pasal 20 ayat (4) disebutkan Presiden mengesah 
rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi 
undang-undang. Hal itulah yang secara tidak langsung membuat partai 
politik dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui badan 
eksekutif.   
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen pertama dalam 
pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat memegang 
kekuasaan membentuk undang-undang. Undang-undang tersebut 
menegaskan bahwa proses pembuatan kebijakan yang dilakukan Dewan 
Perwakilan Rakyat kaitannya dengan pembentukan undang-undang 
dikuasai penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang didalamnya adalah 
partai politik. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan, bahwa 
“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, 
dalam hal inilah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik 
Negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk mewujudkan dalam tiga 
jenis lembaga Negara yang saling lepas (independen) berada dalam 
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peringkat yang sejajar satu sama lain, agar ketiga lembaga negara ini bisa 
saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and 
balances. 
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti 
rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat 
diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai 
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, secara 
terminologis demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. 
Dengan kata lain, kedulatan rakyat mengandung pengetian bahwa sistem 
kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara dibawah kendali rakyat2.  
Hakikat demokrasi dalam sisiem pemerintahan memberikan 
penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat, baik dalam 
pemeritahan maupun dalam penyelenggaraan negara, yang mencangkup 
tiga hal: pertama, pemerintah dari rakyat (government of the people); kedua, 
pemerintah oleh rakyat (government by people); ketiga, pemerintahan untuk 
rakyat (government by people). 
 
Tinjauan Umum Partai Politik 
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk 
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 demikian bunyi pasal 1 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai 
Politik. 
Secara umum Partai politik adalah suatu organisasi yang disusun 
secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela 
dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi 
 
2 R.Masri Sareb Putra, Etika dan Tertib Warga Negara, Jakarta 2010, Salemba 
Humanika,  
hlm. 148 
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tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan 
melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau 
program-program yang telah mereka susun. 
1.1. Tujuan Partai Politik 
Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan 
guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka 
susun sesuai dengan ideologi tertentu. 
2.2.   Fungsi Partai Politik 
Fungsi parpol sebagai sarana: 
a. Parpol sebagai saran komunikasi politik 
Komunikai politik adalah proses penyampaian informasi politikdari 
pemerintah kepada masayarakatdan sebaliknya dari masyarakat 
kepada pemerintah. Parpol disini berfungsi untuk menyerap, 
menghimpun (mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik 
masyarakat dalam merumuskan an menetapakan suatu kebijakan. 
b.  Parpol sebagai sarana sosialisasi politik 
Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi 
politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami 
suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. 
Sosialisai yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa 
pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan 
demikian ,  diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol 
tersebut pada pemilihan umum. 
c. Parpol sebagai sarana rekrutmen politik 
Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan 
seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran 
dalam istem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan 
proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk 
menduduki suatu  jabatan ataupun beberapa jabatan politik 
ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang.  Rekrutmen 
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politik gunanya untuk mencari otang yang berbakat aatupun 
berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik. 
d. Parpol sebagai saran pengatur konflik 
Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik (dalam hal 
ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai 
suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengendalian konflik 
ini dilakuakan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya 
membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan 
rakyat(DPR/DPRD/Camat)untuk mendapatkan keputusan politik 
mengenai permasalahan tadi. 
Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga 
puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Partai Politik 
didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang 
mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris. Pendiri dan 
pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai 
Politik lain. Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% 
(tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Dalam Akta notaris 
harus memuat Anggaran Dasar Partai Politik (AD) dan Anggaran Rumah 
Tangga Partai Politik (ART) serta kepengurusan Partai Politik tingkat 
pusat.  
Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman 
tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Keuangan Partai Politik adalah semua 
hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa 
uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi 
tanggung jawab Partai Politik. Menteri adalah Menteri yang membidangi 
urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian adalah Kementerian 
yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.  
Dalam masyarakat modernpartai politik menjadi fenomena umum 
dalam kehidupan politik. Partai politik sebagai suatu asosiasi politik yang 
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mengaktifkan, memobilisasi masyarakat, mewakili kepentingan tertentu, dan 
melakukan pengkaderan yang kemudian melahirkan pemimpin telah menjadi 
suatu keharusan. Partai politik dengan demikian menjadi salah satu 
instrumen penting untuk memobilisasi masyarakat ke dalam kekuasaan 
negara Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk 
partisipasi politik.  
Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui turut 
serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta 
dalam pembentukan kebijaksanaan umum3.  Partai politik pada dasarnya 
adalah alat untuk memperoleh kekuasaandan untuk memerintah 
Miriam Budiardjo4 menyebutkan ada 4 fungsi partai politik dalam 
negara yang demokratis, yaitu :  
a.  Partai politik sebagai sarana komunikasi politik Partai politik bertugas 
menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpang-
siuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah 
penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (interest 
aggregation) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur 
(interest articulation). Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi 
tersebut menjadi suatu usulan kebijak(sana)an, untuk diajukan kepada 
pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik 
bertugas membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi 
suatu arus informasi berkesinambungan antara pemerintah dan 
masyarakat.  
b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik Dalam 
usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik 
akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. 
Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi 
 
3 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusialisme Indonesia, Konpress, 
Jakarta2006, h. 35. lihat juga Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 
Konpress, Jakarta, 2006, h. 24. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian 
Konstitusional di Berbagai Negara, Konpress, Jakarta2006, hlm.1-9 
4 Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta 2000, hlm. 163 
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pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan 
tanggungjawabnya sebagai warga Negara. Proses tersebut dinamakan 
sosialisasi politik, yang wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah 
penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi 
politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memasyarakatkan ide, 
visi dan kebijakan strategis partai politik kepada konstituen agar 
mendapatkan feedback berupa dukungan masyarakat luas.  
c. Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik Partai politik memiliki fungsi 
untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik 
sebagai anggota partai politik tersebut (political recruitment).  Hal ini 
merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Selain itu, 
rekruitmen politik yang di arahkan pada generasi muda potensial menjadi 
sarana untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam 
struktur partai politik.  
d. Sarana Pengatur Konflik Partai politik bertugas mengatur konflik yang 
muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi, 
yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat. Dalam hal ini 
partai politik diharapkan dapat meredam dan menyelesaikan konflik, 
konflik yang terjadi dalam masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat 
yang damai dan tentram menjadi dambaan kita semua. 
2.3. Hak dan Kewaiban Partai Politik  
Partai politik mempunyai hak dan kewajiban yang harus diberikan 
dan dipenuhi oleh partai politik itu sendiri.  Hak partai politik diantaranya :  
a. Perlakuan sama adil, sederajat untuk seriap partai politik yang 
diberikan negara; 
 b. Mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri; 
 c. Mengikuti pemilihan umum;  
d. Mencalonkan presiden dan wakil presiden;  
e. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai 
politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lain-lain.  
Sedangkan kewajiban dari partai politik adalah :  
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a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan 
perundangundangan;  
b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;  
c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;  
d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan Hak Asasi 
Manusia; dan  
e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik 
anggotanya.  
Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut 
peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam 
kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi 
politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa 
Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 
Negara Republik ndonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi 
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik itu proses 
pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab 
setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis 
dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan 
perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan 
peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Partai 
politik mengemban tugas yang sangat mulia untuk melakukan pendidikan 
politik pada rakyat, sesuai dengan amanat UUD 1945.  Partai Politik sebagai 
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pilar demokrasi untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna 
mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan 
Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk 
sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga 
terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem 
demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang 
memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta 
mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. 
Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik 
terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui 
pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk 
menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di 
bidang politik. 
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